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LEMBAR AN DA ERAH 

KABUPATEN OAERAH TINGKAT II REMBANG 
NO MOR 3 TAHUN 1991 SERI D NO. 2 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA ERAH TINGKAT II 
RE M B A.N G 

NOMOR 1 TAHUN 199 l 

TENTANG 

KEOUOUKAN KEUAN GAN KETUA , W AKIL J(t:TUA DAN 
ANGC.OTA D EWAN PER WAKI LAN RAKYAT DAERA H 

KABUPATEN DAERAH TtN GKAT II RE MBANG 

DENGAN RAHMAT TU 4AN YAN G MAH A. ESA 
BUPATI K.EPAL6- DAE R AH f iNG KAT II RE \1BA N G 

Menimbang : 11 . bahwa dengan t elah d it etapkan Peraturan Man-
t r• Datam Negeri 11. omor 1 Tohun 1 S90 tentang 
Kedud ukan l(euangan Ke1ua, Waki l Ketua dan 
An(]gota Dewan Perw akilan Ra kyot DaPrah. maka 
Pcl'aturan Daerah Kabupct ten Dae,r,h Tin~:kat II 
Rembang No mor 5 Tahun 1990 sudah tidak 
sesuai lagi. 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas 
pe•lu menetapkan d an mengatu r kembal Kadu­
dukan Keuangan Ketua. W d'< il Ketu a dan Ang­
gota Dewan Pe,wak1 lan Rakyat Daerah f ingkat 

II Rembang dalam suat..i Peraturan Daerah, 
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1. l h dang-undiing Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok.-pokok Pemerintahan di Daerah. 

2 . Undang-undang Nomor 1 3 Ta~un 1950 tentang 
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Oalam 

linykungan Propinsi Jawa Tengah. 

3 Wndang-undang 1\/ornor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok- pokok Kepegawaian. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 
tentang ,.. enguruser-i Pertanogungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Oaerah. 

5 . Paraturan Pemerintah Nomor 6 fahun 1976 
tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Oaerah Pelaksanaan Tata Usaha 
Keuangan Daerah, dan Penyusunan Parhitunga'n 
Ang ;iaran r'endapatan dan Belanja Daerah. 

6. Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 14 
1 ahun 1974 tentang Bentuk Peraturen Daerah. 

7 . Peraturan Mantri Datam Nageri Nomor 1 fahun 
1 ~90 tentang Kedudukan Keu,mgan 11.etua, 
Wak1I Ketua dan Anggota Dewan Pe,wakilan 
Rakyat Daerah. 

8. Keoutus:1n Manteri Dalam Negeri Nomor 11 
1 ahun 1990 tentang Pedoman Penyuwnan 

Pe·aturan Tata Tertib 0 ewan Perwaki1an Rakyat 
Daer ah. 

Dengan. _ ___ •· 
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Oengan Petunjuk Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Rembang. 

Menetapkan 

MEMU T US KAN 

PE~ATURAN DAERAH KA 6UPATE N DAERAH 
'TING .(AT II REM RAN G TE NTANG KEDUDUl(AN 

KEUANGAN KE TUA WAKI L i<ETUA DAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

OA ERAH KABU t'ATEN DAERAH TINGKAT II 
REM BANG. 

BAB 
KET ENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Pe1aturan Daereh ini, yang dimaksud dengan : 

a, Oaerah iAlah Kabupaten Daarah Tingkat II R~•mbang. 

b Pemerintah Daerah ialah Pemerint3h Oaerah l(abupaten Dee­

rah Tingket II Rembang. 

c. 0 Ewan 1>erw~kilan Rakyat Daarah ialah Dewan Perwakifan 

Raky;,t Daerah Tinglr.at II Rembang, selanjutnya d isc1but DPRD. 

d. Plmpinan DPRD ialal-i Ketua dan Wakil-wakil Ketua D PRD, 

e, Anggota o:iRo ialah msreka yang d iresmikan keanggotaannya 

dan tel ah mengangkat sumpah ; janji berdasarkan Pcraturan 

Perundang - undangan yang barlaku. 

f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada 

Pimpinan dan Anggota DPRD seliap bulan sehubungan dfmgan 

kedudukannya. 

g. Uang ____ s, 
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g. Uang ICehorri, ,.tan ialah tunjangan jabatim yang diberikan kPpada 

Pimpinan DPRO s,.i t;ap bulan sehubungan dengan jabatannya. 

h. Tunjang;:in Komisi ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan 

kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekrataris Komisi. 

i . u ~ng Paket ialah uang yang dibayarkan kepada Pimpinan dan 

Anggota D PRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRO 

yang sah termasuk uang rapat. uang pengangkutan lokal dl­

datam kota dan uang makan. 

j. Dana Penurjang ialah dana yang disediakan untuk menunjeng 

keg iatan DPRO. 

k, Tunjangan Purna Bakt i ialah tunjangan yang diberikan kapada 

Pimpinan dan AngQota OPRD setelah akhir masa bhaktinya 

atau dibe,hentiksn dengan hormat atau meninggal dunia. 

I. Tunj ing an '<esejahtaraan ialah tunjangan yang diberlkan setiap 

buldn kepc1da Pimpinan dan Anggota OPRD. 

Pasal 2 

(1 ) Tang gal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota 

o ,:,R o ialah tanggal mer11tka mengant kat sumpah atau meng- ,. 

ucapkan janji pada pelantikannya sebagoi Pimpinan den A ng-

gota DPRO. 

(2) Saat b '!rhenti memangku jabatan Plmp;nen dan Anl'gota 

DPr! D ial .. h tanggal mereka menyatakan berh 3nti. diberhenti­

kan atau meninggal dunia. 

BAB ____ s 
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BAB IV 

STRUKTUR BIAVA KETUA, WAKIL KETUA 
DAN Al"IGGOTA DPRD 

Bagian Pertama 
Uang Representasi 

Pasal 3 

(1) Besarnya Uang Representasi ditetatapkan bagi 

a. Ketua 
b. Wakil ketua 
c, Anggota 

: Rp 21().000,- / bulan / orang 
: Rp 180 000,- / bu!an / orang 
; Rp 1 50 000, - / bu Ian f orang 

(2) Selain Uang Representasi sebsgaimana dirr-aksud dalarn ayat 
\I) Pasal ini, Pimoinan dan AngQota OPRD dibetikan tunja. 
noan keluarga d3n tunjangan lainnya menurut ketentuan yang 
b&rlaku bagi Pegawai Negari. 

Bagian Kedua 

Uang Kehormatan 

Pasal 4 

Besarnya Uang Kehormatan bitetapkan bagi 

a. Ketua 

b. Wakil Ketua 

Rp 200.000, -/bu lan/orang. 

Rpl 75 OLO, /bulan/ orang. 

Bagian r.etigo 

Tunjangan Komisi 

Pasal 5 

Besarnya Tunjangan Komisi dite1apken bagi ; 

a. ICetua Komisi : Rp 40 000.-/bulan io rang. 

b. Wdkil Katua Komisi Rp 30 000.-/bulan/oraug. 

c. Sekretaris Komisi Rp 25.000,-/bulan/orang. 

Bagian 
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Bagian Keempat 

Uang Paket 

Pasal e 

(1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
adalah sabasar Rp 112 50-.1,-bulan/orang, 

(2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat 
tinpgal d1luar lbukota Kabupaten dapal dibayarkan uang pe­
nginapan dengan menunjukken bukti-bukti pemboyaran yang 
sah setinggi-tingginya Rp 17 .500,-/harl/orang. 

Bagian Kelima 

Biaya Perjalanan Dines 

Pasal 7 

(1) Bagi PimpinJJn den AnQgota D PRO yang mengadakan per­
ja1anan Dinas, diberikan biaya perjalanan Oines. 

(2) 8 ,u,irnya biaya p~rj Jlanan Dinis aebagaimana dimaksud ayat 
( 1) Pasal ini d1sesua1kan dengan biaya pe,jalanan dina1 YMOI 
berlaku bag, Pegawai Negeri Sipil golong,m Ill. 

(3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biava perjalanan dinas 
aebagaimana dimi,ksud avat (21 pasal ini. disesuaikan dengen 
ketentuan yang dit~tapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
berlaku di Daerah. 

(4) Penir jeuan dalam WiiE1yah lbukota Kabupaten, tidak diberi­
kan b iAYc! perjalanan Oinas. 

(5) Bagi Pimpinan D PRO yang karena jabatannya harus pindah 
ke lbukota Kabui:;aten dan atau pada saat diberhentikan de­
ngan hormat darl jabatannya, diberikan perjatanan oindah yang 
besarnva disesuaikan dengan ketentuan yang bE:riaku bagi 
Pegawal Negeri Sipil d1 D6erah. 

Bagian _____ _ •• 

.. 
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Bagian Keenam 

Biaya Peme 'iharean Kesehatan 

Pasal 8 

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota D PRD yang buken Pegawal 
f\legeri Sipil / Ptmsiunan se,ta keluarganya, dibe1 ikan tantuen 
berupa pengciantian biaya pemeriksaan, p1mgobatan dan pe­
rawatan dokter Pemerintah sesuai ketr ntuan yang berlaku 
bagi PeQawai Negeri Sipi l dengan bukti bukt i yang sah atH 
beban Pemerintah Daerah. 

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yani:i barstatus Pegawal 
Negeri Sipil/pensiunan bese,ta keluarpenya, binya pemeriksaan, 
pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan si:1bag1l­
mana terhadap Pegawai Negeri Sipil yakni atas beban PE­
RUM HUSAOA BHAl(TI. 

Pas!i 9 

BaQi Pimpinan dim Anggota PORO setiap bulan diberikan ban­
tuan biaya pemeliharaan kesehatan sebesar Rp 35.000,- / b..ilan/ 

orang. 

Bagian Ketujuh 

Tunjangan Kematian 

Paaal 10 

(1) Apabila ada Pimpi11an dan Anggota DPRD yang meringgal 
dunia. kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematia11 
sebanyak 3 ( t iga l kali uang Representasi dan apabila mening­
gal dunia didalam atau karena menjalankan t ugas, ( enam) 

kali Uang Reprensentasi. 

(2) Biaya pengagkutan jenazah Pimpinan dan A " ggota DPRD 
ke temoat kediaman semu1a sampai ke tempat pemakaman, 
menjadi heban Pemerintah Daerah. 

Bagian •• 
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Bagian Kedelapan 

Rumah Jabatan 

Pasal 11 

{1) Kepada Pimpinan O PR D dapat disediakan sebuah 1umah je­
batan termasuk irwentaris. 

(2) Keoada Pimpinan D I-' AD dibetikan Biaya pemeliharaan. tilpun 
pemakaian air. penerangan dan gas sebesar Rp 40.000, -/bu­
Ian/orang 

(3) Aoabila Pi -npinan DPRD yang bersangkuten berhPnti dari ja­
batannya. maka rumah jabatan termasuk berany • bara"g in­
ventaris harus dis-,rahkan kelT'bali dalam keadaan baik kepa­
da Pe 11erintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah 
Daera tl. 

(4) Bagi .:> jmpinan DPRO yang betum disediakan rurr.ah jabat:in 
da•Jat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya 
sebesar Flp 20.000,-/ bulant o•ang. 

Bagian Kesembilan 

Sarana Mobilitas 

Pasal 12 

Kepada Pimoinan D0 R Dselama memangku jabatan. dapat disedla­
kan sebuah kendaraan dines sesuai dengan keter,tuan yang berlaku 

Bagian Kesepuluh 

Pakaian Dinas 

Pasal 13 

Kepada Pjmpinan dan Angoota OPRD dapat disediakan pekaian 
dinas berikut atributnya berupa : 

- PSH. ( Pakaian Sipil Harian ) 2 ( dua l kali setahun. 

- PSR s. 

.. 



-9-

- PSR, ( Pakaian Sipil Resmi ) 1 ( satu) kali setahun. 

- PSL ( Pakaian Sipil Lengkap) 1 ( satu) kali selama 5 ( lima) 
tahun. 

Bagian Kesebeles 

Dana Penunjang dan Tunjangan Kesejahteraan 

Pasal 14 

(1) Untuk menunjang kegiatan OPRD dapat disediakan dana pe­
nunjang yang dikelola Pimpinan OPRD. 

(2) Besarnva dana penunjang untuk ke~latan DP RD disediakan 
dana penunjang sebasar Rp 15.000.000,-/ tahun. 

(3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan 
K.es -= jahteraan sebesar Rp 100.COO,- / orang / bu Ian. 

(4) Perubahan plafond sesuai eyat (2 ) Passi ini ditetapkan ber­
d asark,in Keputusan Pimpinan OPRD. atas pereetujuan 811p11-
ti ~epa la Daerah Tingkat 11 Rembang sesuai dengan pedom• 
an dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

BAB Ill 

'fUNJANGAN PUR ~A BHAKTI 

Pasal 15 

(1) Panitia dan Anggota D PR D setelah oerakhir masa bhaktinya 
arau dibeihentiken deng;. n horm.it ati,u meninggat dunia. di­
berikan tunjangan Puma Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya 

(2) Tunjanaan Purna Bhakti dib:ayai APB 0. daA dike Iola oleh 
Yayasan l'uraa Bhakti, 

(3) Ketenruan menpeflai turjangan Purna Bhakti sebagaimana di­
maksud oada ayat ( 1 I dan {2 J Pdsal ini, akan diatur teraen• 

d1ri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 
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BAB IV 

KErENTUAN LAIN- LAIN 

Pasal 16 

(1) Pimoinan dan Anggota D PRD y11ng berstatus sebaqai 
Pegawai Neggri, tidal<. d ,benarkan manerima pengh;isi l,m rang­
kap \ ganda ) . 

(2) 4oabil1 U rng R9prqs13nta~i Pimoinan dan Angoota OPRD 
leb1h kticil dari par- a ~aji pada waktu vcno be,i:;angkutan ma­
sih ektif sebagai Peoowai "'egari, ma► a ia mt:nerin,a Utng 
Reprr.sentesi ditan b&h selisih kedLJa pengt-;asi1an terst:but dari 
lnstani.i lnduknya. 

(3 ) Apabila jumlah Uar,g Reoresentasi lebih bFsar d11ri pada geji 

pada w akt u yc, ng bersar,c. kutan masih «ktif sebagai Pegawai 
Nager•, miska ia hanya menerima Uang Representasi. 

(4) Apab•la jumlah Uang R~presentasi S-'!IT'8 dengan i;aji yang 

d1t,m01a pada wdktu yang bersanukut11n ak11f seoaga, Pegawai 

Nij~eti, maka ia hanya mef'erima Uang Representosi. 

BAB V 

ICETENTUAN f-ERALIHAN 

Pasal 17 

(1) Sambil menunc ou ditetapkannya Peraturan Menteri Oaf em 
t,,eq ,o ri tentanu tu rj ➔ngan Purna Bhakti bap i semua An~gota ,, 
DP~ D. maka kAoad-1 Pimoinan din Anggo ta DPRD pada saat 

berakhir IT'lasa Jabatannya atau d be•hen ti • an denoan hormat 
atau mer intig al dunia dibedkan Uang Penghargaan dengan 
ketent.ian sebaJai b9rikut : 

a. Bagi Pimoinfi n dan Anggota OPRD yana masa bhaktinya 
6 ( ena m , bu l an, d ib<lrikan Uang Pengha•gaan 1 ( satu) 
kali Uang Representasi. 

Bagi _ __ _ s, 
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b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktlnya belum mencapai 
6 <enamJ bulan, dih;tung 6 (enaml bulan penuh. 

c. Uang Panphargaan diberik.an setinggi-tingginya 6 ( enam) 
kali Uang Representasi. 

(2) Dalam Hal Pimpinan dan .Anpgota DPRD maninggel dunfa, 
make Uang Pengharyaan se!:>apairnena d1maksud ayat 11) Pa­
sal mi diberikan kepada ahli warisnya, 

Pasal 18 

Hal- hi,I yang belum diatur dafam ?eraturan Daerfh ini sepan­
jang mengenai PF! lafcsanaannya, akRn d iatur kemudian dengan 
Keputusan Bupati Kepala Oaerah Tingkat II Rembang, 

BAB VI 

KETENTUAN PENU TUP 

Pasal 19 

Dengan berlakunva Peraturan Daerah ini, make Peraturen OaFrah 
i(al)uoaten Dae•ah Tinakat II RembanQ Nomor 5 Jat,un 1990 
tentan(J tc edudukan Keuangan Ketua, Wakil ( etua dan Anagota 
Dawan Perwakifan Raky ~t Oaerah Kabupaten Daerah I ingkat II 
Rembang. dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal. s. 
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Pasal 20 

Peraturan Daera h ,ni m ulai berlaku pada tang~al diundangkan. 

Aoar s etiap or::ing d'lp ~t mengetahuinya, memerin rahkan pengun­
danoan Peratu•en DaerP h ini dengan penen pata r nya dalcm 

1-embaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. 

DEW AN PEAW AKIL4N RI k'YAT 
OAEq AH A.ABUPArEN OAE 1AH 

TING rr-AT II ?EMBANG 
KETUA : 

SOEGE "-IG SARWO~O 

Rembang, 2 Maret 1991 

BU?ATI KEPALA OAERAH 

TINGKAr II REMBANG 

Ors. WACHIDI RIJONO 

DISAHKAN : 
GUBE il NUR KE PALA DAERAH TINGKAT I 

JAW.-,. TENGAH 

dengan surat Keoutusan lllomor : 1 88. 3/182/ 1991 
t anggal 30 Maret 1991 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah 
ICabupaten Daerah Tingka1 II Rembang 

Nomor 3 Tahun 1 9°1 Seri D No 2 
pada tanggal 1 April 1931 

Sekretaris Wilayah / Daerah 

Ors. S O E D I H A R T 0 
Nit'. 500 029 511 

An. Sekretaris Wilayah / Daerah 
Tingkat I Jawa rongah 

Kepala Biro Hukum 

S A R O J I T 0 . SH. 
NP". 500034 .373 
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-;,, 'r- •· 1 0 P,E~J.ELA1sAN ATAS r. ' · t) t• ::, 'i ; :.. ~s•: 

PERA TU RAN OAERAH -~ABU PATEN DAERAH TI NG KAT II 

-, R' E MB A N G 

NOMOR 1 TAHUN 1991 

, TENTANG 

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, W AKIL KETUA DAN 

ANGGOTA DEV\{AN ~E~WAKILAN RAKYAT QAERAH 

KABUPATEN DAERAti TINGKAT II R-EMBANG 
' I 

1: PENJELASAN UMUM 
; 

Dangan telah ditetapkan Peraturan Menterl Dalam Negeri 
Nomor 1 . Tahun 19!:10 tentang Kectuduk an Keuanpan Ketua 
Wdkil Keiu'a dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
maka ·"er~iuran Oaerali Tingkat I I Rembang Nomor 5 rahun 
1990 tentJng Kedudukan Keuangnn Ketua, Wakil Ketua dan 
Anggota Dewan ' Perwakila'n · ·~akyat Oaerah 11.abupeten Daerah 

fingkat 11 RembanQ perlu diubah untuk d isesuaikan dergen 
isi dan ma~·sud 'ters.,but di ·=atas. makct perlu d1tetapk~.n suatu 

?eratur an D1101 ah: . ,. 

-; II. PENJELASAN f>ASAL DEMI PASAL 

Pasal 1· dan 2 

Pasal 3 ayat (1) 

i cukup jetas. 
q. ·,..,.,; : 

: cukup jelas. 

ayat (2) ; Yang dimaksud dengan tunjang-

ao. keluarga dan tunjangan lain­
nya adalah tunjangan lstari, anak 

t - •·•--· ---- ,t::) 1i1V "" pangan d ll. sebagaimana berlaku 
bagi Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 4 sf d 8 cukup jelas. 



Pasal 7 ayat (1) s/d (3) 

eyat r 4 ) 

Pasal 8 ·ayat (1) 

ayat (2) 

Pasal 9 dan 10 

Pasal 11 ayat 11 J 

14 -

Apabila Pimpinan dan/atau Ang­
goto DPRD melakukan1mengada­
kan kunjungan kerja / study ban­
ding keluar Daerah, diberikan 
uang pe•jalanan d,nas dan pengi­
napan seb ➔gaimana ketentuan 
yang ber1aku bagi Pegawa1 Negeri 

S,pil gotongan Ill di Oaerah. 

cukup jelas. 

Baai Pimpinan dan Ancgota 
OPRD ya"'g bukan Pegawai Ne­
geri Sipi f/Pens1unan serta ke•uar• 
ganya, diberikan biaya pemerik­
saan, peng()batan cfan perawatan 

dokter Pemerintah yang bertugas 

di lnstansi Pemerintah sesuai de­
ngan kbtentuan yang bsrlaku ba ­
gi Pegawai Negeri Sipil c1tas be­
ban r'emermtah. 

: Bag i yang berasal dari Pegawal 
Negeri S1p1I serta kt:luargar.va, 
dibebankan kepada Perum Husa­
da Bhakti. 

cukup jalas. 

: cukup jelas. 

ayat (2}. •• 

.. 



.. 

.. 

-15 -

ayat (2) 

ayat (l) dara ayat (4) 

Pasal 12 dan , 3 

Pasal 14 ayat ( 1) dan (2) 

eyat (3) dan ayat (4) 

Pasal 15 

Pasal 16 ayat (1) std (4) 

Pasal 17 ayat (l ) 

eyat (2) 

Pasal 18 s/d 20 

: Apabila "biaya vana dikeluark:.n 
mel'lbihi Rp 40.000.- maka ke­
kurangannva menjadi beban yang 
bersangkut&n. 

: cukup jelas. 

cukup jelas. 

Untuk kegiatan -kegiatan OPRD. 
yang ~alum diatur dalam Pera­
turan 0aerah ini, pembiayaannya 
diambilkan dari dana penunjang 
yang pengelolaannya disarahkan 
pada kebijaksanaan Pimpinan 
OPRO. 

cukup jelas 

: cukup jelas 

: cukup jetas 

Tanda Penghargaan diberlkan 
kepada Pimpinan dan Anggota 
0PR0 apabila : 

a. masa jaba•annya berakt-ir. 
b. diberhenti( an dengan hormat. 
c. maninggal dunia . 

: cukup jela1, 

: cukup jelas. 


